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Pemberlakuan larangan kegiatan untuk e
mengontrol  penyebaran  Covid-19 telah
memberikan tekanan yang sangat besar
terhadap  perdagangan dan  investasi

internasional. Perdagangan global diprediksi
akan jatuh sebesar 13 - 32%, sementara
Penanaman Modal Asing (PMA) bisa terpuruk

lebih dalam dengan estimasi antara 30 dan -

40%.

Rantai Nilai Global atauGlobal Value Chains
(GVC) tengah diatur ulang guna mengurangi
ketergantungan kepada Cina. Asia Tenggara
bisa diuntungkan oleh relokasi yang tengah
terjadi, tetapi Indonesia relatif tidak menarik

bagi investor asing karena kondisi regulasi

yang sangat rumit.

Untuk menyederhanakan kondisi regulasi di
Indonesia, Presiden mengajukan RUU Cipta
Kerja (Omnibus Lay, tetapi jangkauan RUU
ini masih terbatas. Terlebih lagi, dibutuhkan
400 peraturan pelaksana baru yang harus
dibuat dalam satu bulan dan masih berpotensi
menghasilkan ribuan peraturan lainnya.
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Policy Studies.
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Daripada melakukan reformasi kebijakan

dengan tergesa-gesa, Presiden dan kabinetnya
sebaiknya berfokus pada peningkatan kualitas
peraturan pelaksana ini dengan memberikan

waktu 3-6 bulan untuk penelitian dan konsultasi

publik.

Presiden sebaiknya juga menegakkan disiplin
pembuatan peraturan oleh kementerian
dengan menyertakan standar penyederhanaan
dalam alokasi anggaran. Pemetaan menyeluruh
kerangka kerja peraturan dapat mendukung
penargetan dan pengawasan reformasi.

Dalam jangka panjang, perlu dilakukan revisi
terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
dan Perundang-Undangan yang memberikan
kewenangan penerbitan peraturan kepada
berbagai institusi pemerintahan. UU tersebut
sebaiknya juga mewajibkan tinjauan peraturan
secara berkala untuk menghapus undang-
undang dan peraturan-peraturan yang sudah
tidak relevan lagi.
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Secercah Harapan bagi Investasi di
Asia Tenggara

Pandemi Covid-19 dimulai sebagai krisis kesehatan publik namun sekarang telah berkembang menjadi salah
satu tantangan terbesar bagi perdagangan dan investasi internasional. Keharusan membatasi interaksi sosial
sangat bertentangan dengan saling keterkaitan yang adalah landasan utama Rantai Nilai Global (GVC). Saat
perdagangan internasional diprediksi berkurang sebesar 13-32% di tahun 2020 karena pandemi, kas perusahaan
yang menyusut akan menghambat rencana investasi baru maupun perluasan fasilitas yang sudah ada. Akhirnya,
PMA diprediksi akan terpuruk lebih dalam, berkurang hingga sebanyak 40% tergantung pada berapa lama
pandemi ini akan berlangsung (UNCTAD, 2020; WTO, 2020).

Skala ekonomi Cina yang merupakan inti dari peranannya di dalam GVC telah menyebabkan kekhawatiran bahkan
sebelum pandemi Covid-19 dimulai. Perang dagang AS-Cina memaksa banyak perusahaan untuk mengeksplorasi
lokasi lain untuk menghindari pengenaan tarif. Ketika pandemi mengurangi pasokan dari Cina, tekanan bagi
perusahaan-perusahaan multinasional semakin meningkat untuk melakukan diversi kasi terhadap rantai pasok
mereka supaya tidak hanya mengandalkan Cina.

UNCTAD daninstitusi lainnya telah memprediksi bahwa untuk meningkatkan ketahanan rantai pasokan akan banyak
perusahaan multinasional yang kembali ke negara asal mereka, atau lebih dikenal dengan istilah€'shoring”.
Memang terlihat bahwa mitra-mitra perdagangan dan investasi utama Cina dengan aktif mendorong perusahaan
mereka untuk kembali. Di antaranya termasuk AS yang mempertimbangkan kemungkinan pemerintahnya untuk
menanggung seluruh biaya relokasi, Korea Selatan yang menawarkan pinjaman relokasi lebih dari US$3,6 miliar,
dan Jepang yang mengalokasikan US$2 miliar dalam paket bantuannya untuk perusahaan-perusahaan yang
kembali (Jung, 2020; Landay, 2020; Reynolds & Urabe, 2020).

Sementara itu, pengalaman dari perang dagang sebelumnya menunjukkan bahwa banyak perusahaan
multinasional lebih memilih untuk memindahkan kegiatan mereka di Cina ke Asia Tenggara (The World Bank,
2018). Apple dan Google diberitakan telah mempertimbangkan Vietnam dan Thailand sebagai lokasi alternatif
sejak pertengahan 2019 dan sekarang semakin terpacu dengan adanya pandemi (Chatterjee, 2019; Cheng & Li,
2020a, 2020b). Hampir seribu perusahaan manufaktur Jepang mendiversi kasi pengadaan ke luar Cina. Hal
tersebut juga disokong oleh pemerintah mereka yang mengalokasikan lebih dari US$200 juta untuk mendukung
rencana diversi kasi ke Asia Tenggara (Reynolds & Urabe, 2020). Di tengah awan hitam yang menyelubungi
investasi global, Asia Tenggara malah mungkin diuntungkan dengan eksodus dari Cina.
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Tantangan-Tantangan Investasi Indonesia

Sebagai perekenomian terbesar di Asia Tenggara, pengalihan GVC sejatinya merupakan berita baik bagi
Indonesia. Akan tetapi, Indonesia relatif tidak menarik bagi investor asing jika dibandingkan dengan negara-
negara tetangganya. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, meskipun peringkat indeks kemudahan berbisnis
(Ease of Doing Busineydndonesia sudah membaik secara signi kan sejak 2014, namun belum cukup untuk
mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Bahkan keterbukaan terhadap investasi asing terus menurun
sebelum berbalik di tahun 2015. Kedua indikator mandek sejak 2017, dan ini tentu saja disayangkan karena

negara-negara tetangga malah meningkat selama periode yang sama (OECD, n.d.; Trading Economics, n.d.).

Gambar 1.
Kemudahan Berbisnis dan Keterbatasan Penanaman Modal Asing
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Karena ketertutupan ini, Indonesia dilewati oleh 33 perusahaan publik Cina yang tengah mencari lokasi lain pada
tahun 2019. Sebelumnya, pada tahun 2017 Indonesia hanya berhasil menarik 10 dari 137 perusahaan Jepang
yang pindah ke Asia Tenggara (World Bank, 2019). Tanda-tanda awal perlambatan investasi akibat pandemi
ini telah dilaporkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikarenakan terbatasnya akses modal serta adanya
kebijakan pembatasan sosial (Waseso, 2020). KEK Palu misalnya, telah mengalami penundaan investasi dari
dua perusahaan manufaktur Cina meskipun mereka tadinya telah melakukan persiapan awal (ANTARA News,
2020). KEK menawarkan kondisi dan insentif khusus bagi para investor, jadi perlambatan investasi di sini bisa

dipandang sebagai pertanda awal penurunan investasi yang lebih luas. Upaya serius untuk meningkatkan daya

tarik Indonesia bagi investor asing merupakan keharusan agar pemulihan ekonomi bisa cepat terjadi ketika
Covid-19 sudah terkendali.

Saat menunjukkan kasus-kasus relokasi di atas, World Bank (2019) menegaskan bahwa salah satu hambatan
besar bagi investor asing di Indonesia adalah rumitnya kondisi peraturan. Jumlah peraturan kementerian dan
daerah sangat banyak dan sering bertentangan satu dengan yang lain. Ada sekitar 15 ribu peraturan kementerian
di Indonesia, 95% dikeluarkan sejak 2010 (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d.). Selain itu, setiap
provinsi, kota, dan kabupaten juga bisa mengeluarkan peraturan mereka sendiri (Gambar 2). Jika “obesitas
peraturan” ini tidak ditangani secara teliti, Indonesia akan terus kesulitan untuk menarik investor asing.

Sebagai ilustrasi bagaimana peraturan bisa menjadi beban, ketika ada investor hendak membangun pabrik di
Indonesia untuk memasok pasar domestik, mereka harus memperhatikan 900 aturan dari Kementerian Tenaga
Kerja dan Kementerian Perindustrian. Jlka sang investor ingin berpartisipasi dalam GVC dan mengimpor bahan
setengah jadi atau mengekspor produk jadi, maka akan ada 695 aturan perdagangan yang harus dipatuhi. Belum
lagi kebijakan sektor tertentu yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Pendidikan, Pertanian, Energi
dan Sumber Daya Mineral, Konstruksi, Kominfo, dan Pariwisata. Setelah berhasil melewati lika-liku peraturan
pusat, investor masih harus melewati ratusan peraturan daerah, tergantung dari lokasi investasi mereka.

Gambar 2.
Jumlah Peraturan yang Dikeluarkan di Indonesia Setiap Tahun
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Reformasi Terkini

Presiden Indonesia memberikan sinyal akan komitmennya untuk menyederhanakan carut-marut peraturan
dengan mengajukan RUU Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Februari 2020 yang lalu. Jika
disetujui, maka RUU tersebut akan mencabut atau mengubah lebih dari 1.200 pasal dalam 79 UU yang dianggap
bermasalah bagi para investor. Disusun dalam waktu dua bulan, RUU tersebut mencakup bidang kebijakan yang
luas dari perizinan hingga zona ekonomi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020). Sebagai upaya
andalan reformasi, RUU ini memberikan sinyal positif kepada komunitas investasi. Akan tetapi, RUU Cipta Kerja
menghadapi penolakan kuat dari masyarakat karena dianggap kurang transparan dan prosesnya terlalu tergesa-
gesa. Ancaman demonstrasi penolakan serikat pekerja akhirnya menghambat proses legislatif dan bahkan
mungkin akan menyebabkan perubahan nama RUU ini (Akhlas et al., 2020, Katadata, 2020a, 2020b).

Melihat isi dari RUU Cipta Kerja sesungguhnya menimbulkan keraguan akan efek penyederhanaannya. Pertama,
RUU ini memangkas peraturan tingkat tertinggi, yaitu UU; tetapi sebetulnya obesitas justru di tingkat terbawah,
yaitu kementerian. RUU ini mencabut hampir 300 pasal dalam UU yang berlaku dan merevisi lebih dari 900 pasal
lainnya, namun membutuhkan penyusunan lebih dari 400 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang
baru. Sekilas ini terlihat sebagai upaya penyederhanaan yang baik, tetapi tantangan yang sesungguhnya adalah
mempertahankan kedisiplinan penerbitan peraturan di tingkat bawah.

Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
mengijinkan kementerian dan lembaga-lembaga yang setara untuk mengeluarkan peraturan yang mengikat
secara hukum berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi atau kewenangannya. Bagian terakhir ini
dipahami sebagai pemberian wewenang kepada kementerian dan lembaga untuk mengeluarkan peraturan
yang spesi k untuk bidang mereka. Penerbitan peraturan secara proaktif inilah yang menjadi penyebab utama
kondisi obesitas peraturan di Indonesia. Dalam investasi misalnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatur
pelaksanaannya melalui 5 peraturart saja tetapi kemudian dikutip oleh 39 peraturan kementerian dan lembaga.
Tanpa disiplin yang ketat, 400 aturan yang disebut di dalam RUU Cipta Kerja dapat dengan mudah berkembang
menjadi ribuan; membuat upaya penyederhanaan justru gagal.

Runyamnya lagi, mencabut pasal di dalam sebuah UU tidak secara otomatis membatalkan UU tersebut serta
peraturan pelaksanaannya. Faktanya Pasal 173b dalam RUU Cipta Kerja mempertahankan kesahihan peraturan
pelaksana yang sudah ada dengan memberikan waktu satu bulan untuk “penyesuaian”. Misalnya, RUU ini
mengubah 5 dari 40 pasal dalam Undang-Undang Investasi Nomor 25 Tahun 2007. Satu pasal membutuhkan
Peraturan Presiden yang baru, sementara empat lainnya membutuhkan penyesuaian peraturan. Pasal-pasal
selebihnya tetap berlaku dan termasuk juga peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, investasi di masa
mendatang harus mengikuti dua UU, yaitu UU Cipta Kerja yang baru dan UU Nomor 25 Tahun 2007, masing-
masing dengan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut meningkatkan tingkat kerumitan dan menambabh risiko
tumpang tindih yang bisa menyebabkan kebingungan lebih lanjut.

Kedua, RUU ini menargetkan durasi tindak lanjut yang sangat ambisius. Tenggat waktu satu bulan bukan hanya
untuk penyesuaian peraturan pelaksanaan yang sudah ada (pasal 173b), tetapi juga untuk menyusun yang baru
(pasal 173a). Penelitian sebelumnya menunjukkan keterbatasan kapasitas pembuatan kebijakan di Indonesia,
yang seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyusun peraturan pelaksanaan setelah UU-nya
disetujui (Pramusinto, 2016). Contohnya adalah Peraturan Presiden tentang penggunaan Bahasa Indonesia
yang dikeluarkan sepuluh tahun setelah UU-nya disetujui.Mengubah dan menyusun 400 peraturan dalam satu
bulan akan berdampak pada kualitas peraturannya yang akhirnya semakin meningkatkan ketidakpastian dalam
kondisi investasi. Oleh karena itu, seluruh usaha penyederhanaan ini bisa menjadi bumerang dan malah semakin
menghambat datangnya investor.

*Ini adalah tiga Peraturan Presiden dan dua Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2Termasuk peraturan dari Kementerian Dalam Negeri, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Sumber Daya Energi dan Mineral, Perhubungan,
Perikanan, Kehutanan, Sosial, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disetujui pada Juli 2009 dan
mewajibkan dibuatnya Peraturan Presiden untuk mengatur komponen bahasa lebih lanjut. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia dikeluarkan pada September 2019.



Terakhir, ada peraturan lainnya yang masih membebani pelaku usaha namun belum tercakup di dalam reformasi
ini. Sebuah laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa Indonesia
perlu menjalani reformasi peraturan yang menyeluruh guna meningkatkan daya saing globalnya (Sadiawati, 2015).
Laporan ini mencontohkan reformasi peraturan di Korea Selatan setelah krisis 1997: dari 11.125 peraturan yang
diidenti kasi, hampir setengahnya dicabut dan lebih dari 20% direvisi dalam waktu 11 bulan. Di Indonesia, pusat
data peraturan pemerintah (peraturan.go.id) menyimpan semua peraturan, riwayatnya, dan kaitannya terutama
untuk tujuan harmonisasi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d.). Akan tetapi, data-data ini masih
disajikan dalam bentuk tabel, sehingga sulit untuk melakukan ulasan komprehensif terhadap semua peraturan

di Indonesia. Data tersebut sebaiknya diubah ke format visual, seperti yang dilakukan oleh Koniaris et al. (2017)
untuk mengukur kerumitan peraturan Uni Eropa berdasarkan pusat data EUR-Lex (Gambar 3).
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Untuk benar-benar memperbaiki kemudahan berbisnis dan menarik lebih banyak investasi, pemerintah Indonesia
seharusnya tidak menjadikan RUU Cipta Kerja sebagai tujuan satu-satunya reformasi, tetapi juga sebagai momen
gebrakan yang harus diteruskan untuk mewujudkan keterbukaan ekonomi di masa yang akan datang.




Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah
Indonesia

Beberapa rekomendasi berikut ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan menarik investasi asing

ke Indonesia:

Perpanjang tenggat waktu untuk penyusunan
peraturan pelaksanaan di RUU Cipta Kerja
Presiden dan DPR harus mempertimbangkan
mengubah tenggat waktu satu bulan untuk
penyesuaian dan pembuatan peraturan baru.
Mengingat adanya penolakan masyarakat karena
kurangnya transparansi dan pembuatan yang
tergesa-gesa, Kabinet sebaiknya memastikan
bahwa setiap peraturan pelaksanaan didukung
dengan Naskah Akademik yang ekstensif dan
konsultasi publik yang intensif. Tenggat waktu
sebaiknya diperpanjang menjadi 6 bulan atau
diatur tenggat waktu berjalan 3 bulan per
klaster. Prioritas harus diberikan kepada klaster
yang penting bagi pemulihan ekonomi, seperti
pertanian dan manufaktur.

Melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap
peraturan kementerian

Presiden harus menyesuaikan alokasi anggaran
kementerian agar lebih memilih mencabut
atau merevisi peraturan yang sudah ada
daripada membuat yang baru. Cara tersebut
dapat dilakukan dengan menetapkan rasio
yang dikaitkan

penarikan anggaran. Dalam jangka panjang,

penyederhanaan dengan
Presiden sebaiknya mengajukan revisi terhadap
UU Nomor 12 Tahun 2011 terutama pada Pasal
8 guna membatasi penerbitan peraturan secara
proaktif oleh kementerian.

Meninjau peraturan secara berkala
Untuk mengatasi terbatasnya sumber daya dan
kapasitas, tinjauan serta proses penyederhanaan

secara berkala diperlukan perlu untuk

melengkapi reformasi
RUU Cipta Kerja. Undang Undang Fleksibilitas
Preaturan  Amerika  Serikat  Regulatory

Flexibility Act of the United States of Amer)ca

dapat menjadi panduan terkait hal ini (National

upaya besar seperti

Oceanic and Atmospheric Administration, 2019).
RFA mensyaratkan lembaga-lembaga federal
AS untuk menetapkan jangka waktu tinjauan
untuk setiap peraturan yang dikeluarkan,
sehingga akan selalu ada beberapa peraturan
yang ditinjau setiap tahun. Pasal serupa bisa
dimasukkan ke dalam UU Nomor 12 Tahun
2011 untuk memastikan semua peraturan akan
ditinjau pada suatu saat, mungkin sepuluh
tahun setelah dikeluarkan, untuk mengevaluasi
relevansinya.

Mengembangkan peta visual kerangka kerja

peraturan

Untuk memfasilitasi reformasi besar maupun

berkala, pemetaan Jaringan Legislatif bisa

bermanfaat. Seperti sudah disebutkan secara
singkat di atas, teknik ini diperkenalkan untuk

mengukur tingkat kerumitan legislasi Uni Eropa

(Koniaris et al., 2017). Pemetaan yang serupa
dapat dilakukan pada pusat data pemerintah
Indonesia, peraturan.go.id. Peta visual seluruh
kerangka kerja peraturan dapat menunjukkan

hubungan antara simpul-simpul yang sulit

dilihat dalam bentuk tabel. Alat ini
digunakan untuk menentukan dan memonitor

bisa

perubahan yang perlu dilaksanakan.
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